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Pemkab Badung Raih Pengh?rgaan

Kemenkeu

ATAS komitmen dan ke-
berhasilan Kabupaten Badung
melakukan pengelolaan keuan-
gan daerah dengan senantiasa
berpedoman kepada prinsip
tata kelola keuangan yangbaik,
efektif, efisien, transparan dan
akuntabel atas LKPD Tahun
2014, Pemkab Badung meraih
opini WTP dari B4dan Pe-
meriksa Keuangan (BPK) RI
Per"wakilan Provinsi Bali. Kini
atas prestasi tersebtit, giliran
pemerintah pusat meinberil<an
apresiasi melalui Kementerian
Keuangan RI. Apresiasi terse-
but ditunjukkan dengan pem-
berian penghargaan kepada
Pemkab Badung yang diterima
Penjabat Bupati Badung Ir. I
Nyoman Harry Yudha Saka,
M.M. dalam Rapat l{erja Na-
sional Akuntansi dan Felaporan
Keuangan Pemerintah 2015 di
Gedung Dhanapala Kemen-
terian Keuangan RI Jakarta,
Jumat (2/10) lalu.

Acara tersebut dihadiri se-
jurnlah menteri dan pejabat
negara. Hadir juga dalam acara
tersebut Asisten Administrasi
Umum Pemkab Badung I Gst.
Ngr. Oka Darmawarq Kepala
Inspektorat Luh Suryaniti,

Kabag Keuangan I Ketut Gede
Suyasa, dan Sekretaris Bappe-
da dan Litbang Agrrs r\ryawan.
Pemerintah pusat memberi
penghargaan kepada 207 en-
titas pelaporan 26 pemerintah
provinsi, 149 pemerintah kabu-
paten, 50 pemerintah kota yang
berhasil menyajikan laporan
keuangan tahun 2014 dengan
opini audit WTP.

Penghargaan diserahkan
oleh Menteri Keuangan Bam-
bang Brodjonegoro diterima
langsung Penjabat Bupati Ba-
dung Harry Yudha Saka. Peng-
hargaan sempa juga diterima
oleh 62 kementerian dan lem-
baga setingkat, 26 pemprov dan
50 pemkot yang laporan keuan-
gannya di tahun anggaran 2014
meraih WTP dari BPK.

Menteri Bambang Brodjo-
negoro dalam samhutannya

-lienSatakern, 
penghargaan

ini merupakan bentuld apre-
siasi pemerintah pusat ke-

patut disyrrkuri dan men$akan
hasil kerja keras seluruh SKPD
Pemkab Badung dan men-
jadi sebuah kebanggaap bagi
daerah dan Pemkab Badung
yang merupakan penyenlangat
untuk tetap bekerja secara baik
sesuai dengan ketentuan yang
berlaku. "Dengan diperolehnya
penghargaan WTP ini, wajib
bagi Pemkab Badung untuk
mempertahankan dan ini tentu
menjadi komitmen Pemkab Ba-
dung," tegasnyu. ("d2791

pada kementerian dan legnbaga

kapkaa bahwa penghargflan ini

setingkat serta pemelintah
daerah yang mampu mpnyaji
kan laporan keuangan {engan
baik. Khususnya yang {ampu
meraih opini WTP dari lPK.

Penjabat Bupati Bfdung
Harry Yudha Saka me{gung-

PENGHARGAAN - Pe4jabat Bupati Badung Ir. I Ng
Harry Yudha Saha, M.M. menerima penghargaan
d.ixrahhan oleh Menteri Keuangan Bambang Brcdjon
4glam Rapat Kerja Nasional Ahuntansi d.an Pelal
Keuangan Petnerintah 2015 di Ged,ung Dhanapala R
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Dipenjpra 15 Tahun,
Uang Pefigganti Rp 42 Miliar

PT l{aikkan Hukumap

Wayan Candra
Denpasar (Bali Post)"-Di';;; i<"j"ti Biti merekomendasikan SPB pq4"-Nl
nn"ar A"Le"i" j".ti Sari,-S.T., M'Si',I Dewa $Vu Budhi
A"i;id-;;ilGttg.tt tvt"."gek, vang sebelumnva dinvatakan
sebagai tersangka atas kasus korupsi Llermaga (iun-aKsa'

;;Jfi b;;beda-justru diterima mantan bosnva, Wavan
e;;e.;. Vonis iz tahutt penjara vang diterima mantan
ilrip'"ti d""G"ioa" ai gumi Serombotan itu di Pengadilan
tioito" Dehpasar, pendapat berbeda justru diberikan
oleh pengadilan di tingkat banding yakni rengadrlan
Tinggi (PT) DenPadar.

Oleh PT DenPasar, WaYan
Candra justru dihukum lebih
berat. vakni dihukum sesual
tuntutanjaksa. Di tingkat band-
ing, Candra divonis hukuman L5

tahun peniara.
Dikonfiimasi Minggu (4/10)

kemarin, salah satu tim lkuasa hu'
kumnya, Warsa T-Bhuana, men-
gatakan memang benar Putusan
iensaditan tingkat banfling men-
ehukum Candm 15 tahun Penjara'rH,rk.r*att di tingkat banding
sama Persis dengan tuntutan
iaksa."jetas Warsa T. Bhuna." Jadi, selain hukuman 15 ta-
hun dan denda Yang semPat di-
kurangi, uang PenggantinYa jug-a

drastil naik. SebelumnYa. JPU
Made Pasek menuntut supaya
terdakwa dihukum 15 tahunPen-
iara, dikurangi sepenuhnya sela-

ma terdakwa ditahan. Terdakwa
iuea dituntut untuk membaYar
au"rtau np 500 juta. subsider enam

bulan kurungan. Made Pasek dkk.
iuga menun[ut Pidana tambahan
oala terdakwa Candra dengan
hembayar uang Pengganti sebe-

sar Rp 42.628.467-605,33 dengan
ketentuan apabila tidal-<. memba-
yar uang Penggantr Parng Iama
satu bulan sesudah Putusan
pengadilan memPeroleh kekuata n
hukuman tetap. maka harta ben-
danya dapat disita olehjakqa dan
dilelane untuk menutuPi uang
pengganti tersebut.. "Jika tidak
mempunvai harta benda Yang
menc'.,k.tpi, maka diganti dengan
pidana penjara selama lima ta-
hun," tuntut jaksa kala itu.

Sementara dalam vonisnYa
vans dibacakan majelis hakim
oitrrii.tutt Hasoloan Sianturi.
Wuuutt Candra Yrrng didakwa
atai kasus dugaan koruPsi Pem-
bangunan Dermaga Gunaksa,
Tindak Pidana Pencucian Uang
(TPPU) dan gratifikasi divonis
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hukuman penjara sel4ma 12
tahun. Candra terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana, yakni
pidana korupsi secara bqrsama-
sama, tindak pidana gratifikasi
dan pencucian uang secara
berlanjut. Selain hukuman 12
tahun, terdakwa membayar
denda sebesar Rp 1 miliar,
subsider enam bulan kurungan.
Uang pengganti yang awalnya
Rp 42 miliar itu tidak dikabul-
kan hakim. Majelis hakim justru
menghukurn supaya terdakwa
membayar uang pengganti sebe-
sar Rp 1.197.000.000 atau Rp
1,19 miliar. Angka tersebut
amatlah jauh berbeda antara
keyakinan jaksa dan hakim,
yakni dari Rp 42 miliar menjadi
Rp 1,19 miliar. Uang pengganti
itu adalah uang pengganti tanah
atas nama Made Anggara Juni
Sari dan I Dewa Ayu Budi Arini.
Dengan ketentuan, kata hakim,
jika terdakwa tidak membayar
uang pengganti tersebut paling
lama satu bulan setelah put,usan
pengadilan mempunyai kekua-
tan hukum tetap, maka harta
bendanya dapat disita oleh jaksa
untuk dilelang untuk mengganti
uang pengganti. "Jika tidak
mencukupi, maka diganti den-
gan pidana penjara selama dua
tahun," putus hakim.

Lantas, apa langkah tim ad-

vokat Wayan Candra melihat
putusan banding naik dan me-
nyamai tuntutan jaksa? Warsa
T Bhuana via ponsel mengaku
sudah berkoordinasi dengan
Candra. Hanya, dia belum mau
mengambil sikap apa-apa, kar-
ena setelah melakukan koordi-
nasi, Wayan Candra, kata Warsa
T Bhuana, akan mengambil
langkah sendiri. Apakah itu
berarti kuasa hukunrnya dipu-
tus? "Tidak. Hanya Pak Candra
mengaku kasihan sama kami.
Jadi Pak Candra yang akan
mengambil keputusan nanti. Ini
kan sifatnya data saja. Jika nanti
kami dimintai data, tentu kami
siapkan. Biarkan Pak Candra
berkoordinasi dulu dengan pihak
keluarganya," sebut Warsa.

Sementara itu, pascadike-
luarkannya rekomendasi Surat
Perintah Penghentian Peny-
idikan (SP3) untuk tiga kasus
korupsi dan dua kasus pencucian
uang dalam kasus Dermaga Gu-
naksa, Klungkung, kini banyak
mencuat isu tak sedap. Pasal-
nya, status tersangka itu sudah
berlangsung sejak lama. Akmal
Kodrat, jaksa senior di Pidsus
Kejati BaIi, berdalih bahwa tiga
orang yang pernah ditetapkan
sebagai tersangka, salah satu-
nya Anggara Juni Sari, hanya
diperalat oleh mantan Bupati
Klungkung Wayan Candra. "Dia

hanya diperalat
katanya saat itu.

Pak Candra,"

Selain itu, setelah fieluar re,
komendasi tiga orang [tu, masih
ada tiga tersangka la$nya yang
nasibnya belum jelas. $etiga ter-
sangka merupalan Rpmbeli ta-
nah di Dermaga Guna{sa, Kl.,ng-
kung yang menerima panti rugi
dari pemerintah saat pilakukan
pembebasan lahan yf,ng tidak
ada kaitannya dengan ilerbuatan
dari terpidana lainnya.

Ketiga tersangka tersebut
yaitu IB Susila, I Qusti Ayu
Ardani dan Ni Luhl Nyoman
Hendrawati. Status l{etiga ter-
sangka ini sempat dftanyakan
kepada jaksa Kejaks$n Tinggi
(Kejati) Bali Akmal Kpdrat usai
menyampaikan keluafnya lima
rekomendasi SP3 unluk kasus
Dermaga Gunaksa, Kamis (17l9)
lalu. Namun, Akmal mengata-
kan tidak tahu perkembangan
ketiga tersangka tersebut. Re-
komendasi SP3 ini dikeluarkan
untuk tiga kasus korupsi Der-
maga Gunaksa untuk Ni Made
Anggara Juni Sari, I Dewa

L

Berita ini bisa dfiomentari

oada acara Citrt Bali

Radio Global FM

Pukul 08.00 - 09.30 wita.
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Opini WTP

Jemb rana Raih P enghargaan Menkeu
OPINI Wdjar Tanpa

Pengecualian (WTP) yang
diberikan BPK RI Perwakilan
Bali terhadap Pengelolaan
Keuangan Kabupaten Jem-
brana Tahun 2014 beberapa
bulan lalu, mendapat perha-
tian Kementeri4n Keuangan
RI. Dalam Rapht Kerja Na-
sional (Rakernas) Akuntansi
dan Pelaporarl Keuangan
Pemerintah Tahun 2015, Ju-
mat (2/10) di Gedung Dhana-
pala Kementerian Keuangan
Jakarta, Menteri Keuangan
RI Bambang Brojonegoro
memberikan penghargaan
kepada Bupati Jembrana I
Putu Artha atas keberhasi-
Iannya menyajikan Laporan
Pertanggungiawaban Keuan'
gan Tahuri2O14 dengan capa-'
ian opini audit Wajar Tanpa
Pengecualian.

Penghargaan yang diser-
ahkan langsung oleh Men-
teri Keuangan didampingi
Wakil Menteri Keuangan
Madiasmo tersebut diterima
Inspektur Kabupaten Jem-
brana Ni Wayan Koriani.
Menurut Menkeu Bambang
Brojonegoro, upaya untuk
meningkatkan komitmen bagi
Pemerintah Pusat, Provinsi,
Kabupaten dan Kota dalam
mensinergikan pengelolaan
keuangan negara harus terus
ditingkatkan. Sebanyak 287
entitas berhak qtas penghar-
gaan tersebut, yiang meliputi
62 kementerian lembaga, 26
pemerintah provinsi, 149 pe-
merintah kabupaten dan 50
pemerintah kota.

Rakernas yang digelar Ke-
menkeu tersebut. meneambil
tema Implementasi Akun-
tansi Pemerintah Berbasis
Akrual Era Baru Akuntansi
dan Pelaporan Keuangan
Pemerintah Indonesia. Den-
gan tema tersebut menurut
Bambang Brojonegoro, se-
bagai upaya bersama untuk

meningkatkan krimitmen dan
menumbuhkan sinergi para
pengelola keuangan Negara,
baik pada pemerintah pusat
maupun pemerintah daerah
dalam mewujudkan pengelo-
laan keuangan Negara yang
baik, transparan dan akunta-
bel melalui implementasi dan
pelaporan keuangan berbasis
akrual.

Ditambahkannya, pen-
erapan akuntansi berbasis
akrual diharapkan mampu
meningkatkan kualitas pe-
nyajian laporan keuangan
sehingga menjadi alat per-
tanggungjawaban yang lebih
baik sesuai prinsip-prinsip
tatakelola pemerintahan
yang baik dan \prsih. "Hal
ini merupakan modal yang
sangat penting untuk rpe&in-
gkatkan kepelcayaan kepada
pemerintah terutama dalam
era perekonomian yang se-
makin global saat ini," kata akrual. (ad275)

PENGHARGAAN - Mew akili Bup ati J embr ana,
Kabup aten J ent b rana Ni Way an Koriani
hargaan Menteri Keuangan Bantbang Brojon

Menkeu.
. Sementara itu Inspek-

tur Kabupaten Jembrana Ni
Wayan Koriani menyebut-
kan, penerapan 4kuntansi
berbasis akrual jula menye-
diakan informasi [keuangan
yang lebih komflrehensif,
tidak sekadar infofmasi kas,
sehingga informa(i tersebut
dapat dijadikan aciran dalam
pengambilan kepu{usan yang
lebih berkualitad. Koriani
menambahkan, sefain peny-
erahan penghargaan dalam
kesempatan tersebut juga di-
laksanakan sidang pleno un-
tuk membahas implementasi
akuntansi pemerintah ber-
basis akrual, men[ngkatkan
akuntabilitas. trafrsparansi.
dan kualitas penlambilan
keputusgn me.p4j gmen t<gr14!r-
gun peni"iintafi's'ert a itiaiebi
implementasi penyusunan
laporan keuanga4 berbasis

ur
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Sukses Wujudkan Waiar 40. Pengecualian

Pemkab Buleleng Raih
Penghargaan' Menkeu

PEMKAB Buleleng ber-
hasil merebut OPini Wajar
Tanpa Pengecualian (WTP)
nada pengelolaan keuan-
ean pemetl.ttah. Sukses itu
rdendapat aPresiasi tinggi
Kementerian Keuangan
(I(emenkeu) Rl. APresiasi
positif itu ditunjukkan den-
qan pemberian Penghargaan
Lepida Pemkab Buleleng.
Penghargaan itu diterima
Bupati Buleleng Putu Agus
Suiadnyana iang diser-
ahkan serangkaian RaPat
Kerja Nasional (Rakernas)
Akuntansi dan PelaPoran
Keu'gngan Pemerintah ta-
huni2015, di Gedung Dana-
pala; Kantor Kementerian
Keuansan RI, Jumat (2i10)
pekan Ialu.' 

Penghargaan diserahkan
langsung Menteri Keuangan
Bambang P.S Brodjonegoro.
Acara [tu disaksikan Menteri
Koordinator Perekonomian,
Darmih Nasution, Ketua BPK
RJ Harry Azhar Azis, dan selu-
ruh pirnpinan lembaga tinggi
negara. Penghargaan serupa
iuea diterima 62 Kementerian
,lu'n H-luga Setingkat. 26
Pemprov, dan 50 Perrkot Yang
Iapoian keuangannya di tahun
anggaran 2014 meraih WTP
dari BPK. Menteri Keuangan
Bambang P.S Brodjonegoro
mengatakan. penghargaan ini

Kab'rpaten Buleleng tahun
2014, yang dikeluarkan
Badhn Pemeriksa Keuan-
ean (BPK) RI Perwakilan
Provinsi Bali, Juni 2015
lalu. Opini WTP ini sebagai
hasil audit BPK Perwakilan
Provinsi Bali, diterima Bu-
pati Putu Agus SuradnYana
didamping Ketua DPRD
Bul(leng Gede SuPriatna di
kanior BPK-RI Perwakilan
BaIil

Blrpati Suradnyana usai
merlerima laporan men-
satakan, keberhasilan
meraih opini Wajar TanPa
Pengecualian (WTP) ini
merupakan sejarah dan
penantian panjang sejak era
ieformasi. Keberhasilan ini
diraih berkat kerja keras
dan komitmen tinggi dari
jajaran pemerintah SKPD
yang mampu melakukan
tata kelola keuangan dengan
baik. "Puji syukur imPian
mew'ujudkan WTP terwu-
jud. Sukses ini meruPakan
motivasibagi kami di pemer-
intahann agar sanantiasa

daerah y?ng mampu me-
nyajikan laporan keuangan
dengan bai}. Khususnya bagi
daerah yang meraih opini
WTP dariBPK.

Atas penghargaan yang
diterima itu, Bupati Bule-
leng Putu Agus Suradnyana
mengaku bangga dengan
prestasi yang diraih. Keber-
hasilan itu diyakini berkat
kerja keras $eluruh jajaran
Pemkab Buleleng dan juga
dukungan m4syarakat Bule-
leng. Karena itu, Bupati PAS
mengajak !9T"u pihak agar

mengawal visi dan konsep
Good Gouernance," ujar B'u'
patiIPAS. (ad276l

tidak berpuas diri. Namun
ke dppan,-selu1uh jaigaS dike d9pan. selurun JaJafi
Pemkab Buleleng diminta
terub bekerja dengan baik,
untr.[< mempertahankan bah-
kan lmeningkatkan Prestasi
van[ diraih sebelumnYa.
lPurfgha"gaan ini Patut di-

I


